
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.5, No.6, September 2026

……………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN : 2828-5298 (online)

10926

Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah melalui Kompetensi SDM,
Manajemen Risiko, SPIP, Teknologi Informasi, dan Standar

Akuntansi Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan
Keuangan

Muslicha Putri Rachmawati1 , Jaeni2
1,2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang

E-mail: muslichaputri7005@mhs.unisbank.ac.id, jaeni@edu.unisbank.ac.id

Article History:
Received: 16 Juli 2026
Revised: 23 Agustus 2026
Accepted: 09 September 2026

Abstract: Kualitas pelaporan keuangan pemerintah
daerah merupakan penentu penting dalam mencapai
tata kelola yang transparan dan akuntabel. Studi ini
bertujuan untuk meneliti dampak kompetensi sumber
daya manusia, manajemen risiko, Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP),
penerapan teknologi informasi, dan penegakan
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap
kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh
pemerintah daerah di Organisasi Aparat Daerah di
Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan
metodologi kuantitatif melalui survei terhadap 100
entitas yang bergerak di bidang jasa manajemen
keuangan dan aset. Data dikumpulkan melalui
kuesioner dan dianalisis dengan regresi linier
berganda memakai IBM SPSS Statistics. Hasil
penelitian memperlihatkan kompetensi sumber daya
manusia, efektivitas SPIP, dan penerapan SAP
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas
pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya,
manajemen risiko dan penerapan teknologi informasi
tidak menunjukkan dampak yang substansial. Skor
Adjusted R Square 0,779 memperlihatkan model
tersebut menjelaskan 77,9% varians dalam kualitas
laporan keuangan, dengan sisanya disebabkan oleh
faktor eksternal yang tidak termasuk dalam model
penelitian. Temuan ini menegaskan bahwa
peningkatan kemampuan perangkat, peningkatan
pengendalian internal, dan penerapan SAP yang
konsisten merupakan faktor utama dalam
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan
pemerintah daerah.
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PENDAHULUAN
Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah kriteria penting untuk mengevaluasi

efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik yang menekankan transparansi dan akuntabilitas.

mailto:muslichaputri7005@mhs.unisbank.ac.id2
mailto:jaeni@edu.unisbank.ac.id1


EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.5, No.6, September 2026

……………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN : 2828-5298 (online)

10927

Laporan keuangan relevan, bisa diandalkan, bisa dibandingkan, dan mudah dipahami berfungsi
sebagai mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dan memberikan landasan
bagi penilaian kinerja, pengembangan kebijakan, dan pengambilan keputusan oleh berbagai
pemangku kepentingan (Arifin dkk., 2022; Dewi dkk., 2019). Inisiatif untuk meningkatkan
kualitas pelaporan keuangan sangat penting untuk implementasi prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik dalam administrasi pemerintahan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara konsisten meraih Opini Tanpa Kualifikasi (WTP)
atas laporan keuangannya. Pencapaian memperlihatkan pembuatan laporan keuangan sesuai
norma dan peraturan yang relevan. Namun demikian, memperoleh penilaian WTP tidak serta
merta menandakan pelaksanaan terbaik dari semua aspek pengelolaan keuangan daerah. Banyak
masalah yang masih ada, termasuk kesiapan sumber daya manusia (SDM), efektivitas
pelaksanaan pengendalian internal, tingkat integrasi teknologi informasi, dan kapasitas organisasi
untuk mengelola data dan informasi keuangan. Variabel-variabel yang disebutkan di atas dapat
memengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan, meskipun opini audit tetap utuh (Robles dkk.,
2026). Akibatnya, peningkatan kualitas laporan keuangan memerlukan penguatan tata kelola
yang berkelanjutan dan sistematis.

Banyak penelitian telah memperlihatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah
dipengaruhi beberapa elemen yang saling terkait. Pengaruh penting adalah kompetensi SDM,
karena pejabat dengan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman memadai lebih mahir
menerapkan aturan akuntansi pemerintah secara efektif, sehingga menghasilkan informasi
keuangan yang lebih andal (Dewi dkk., 2019; Naik dkk., 2026). Pelaksanaan manajemen risiko
sangat penting untuk mengenali, mengevaluasi, dan mengurangi potensi risiko yang dapat
menghambat pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam manajemen keuangan daerah
(Yudiyanto & Ningsih, 2023; Muni dkk., 2025).

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi kompetensi karyawan, manajemen risiko,
efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pemanfaatan teknologi informasi
yang optimal, dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang konsisten. SPIP
meningkatkan sistem pengendalian, sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan,
meminimalkan kemungkinan kesalahan, dan menghasilkan informasi keuangan yang lebih dapat
diandalkan (Wuriasih dkk., 2019; Biyantoro, 2023). Secara bersamaan, integrasi teknologi
informasi dengan proses bisnis organisasi dapat meningkatkan efisiensi pengolahan data dan
mempercepat pembuatan laporan keuangan (Suhardi, 2025). Selain itu, SAP berfungsi sebagai
tolok ukur dalam proses pengakuan, pengukuran, pendokumentasian, penyajian, dan
pengungkapan transaksi, sehingga memastikan laporan keuangan yang dihasilkan sesuai kualitas
yang diamanatkan oleh SAP (Darwin dkk., 2024).

Korelasi antara kompetensi SDM, manajemen risiko, SPIP, teknologi informasi, dan
instalasi SAP terkait kualitas laporan keuangan telah diteliti secara menyeluruh, meskipun
temuannya saling bertentangan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa semua variabel secara
substansial memengaruhi kualitas laporan keuangan, tetapi penelitian lain menunjukkan bahwa
hanya sejumlah variabel terbatas yang memberikan pengaruh besar (Manurung dkk., 2025).
Selain itu, hanya sedikit penelitian yang secara bersamaan menyelidiki kelima karakteristik ini di
pemerintahan daerah, khususnya di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Yudiyanto & Ningsih,
2023). Perbedaan temuan penelitian ini menandakan adanya kesenjangan penelitian yang
memerlukan penyelidikan empiris tambahan.

Studi ini bertujuan untuk meneliti dampak kompetensi SDM, manajemen risiko, Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan SAP
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terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas pemerintah daerah di Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah. Kesimpulan studi ini bertujuan untuk memajukan akuntansi sektor publik
secara empiris dan memberikan informasi kepada pemerintah daerah dalam merumuskan strategi
yang lebih efektif meningkatkan manajemen keuangan dan kualitas pelaporan.

METODE PENELITIAN
Penelitian memakai metodologi kuantitatif melalui survei untuk menyelidiki dampak

kompetensi SDM, manajemen risiko, SPIP, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan
SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan di
Organisasi Aparatur Daerah (OPD) di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Maret
hingga Juli 2026.

Partisipan terdiri dari pejabat yang langsung terlibat pada proses pengelolaan keuangan
daerah, termasuk Pejabat Administrasi Keuangan (PPK-SKPD), bendahara pengeluaran,
bendahara pendapatan, bendahara gaji, pengelola aset, dan personel lain yang bertugas
menyiapkan laporan keuangan. Responden dipilih melalui metode purposive sampling, dengan
ketentuan bahwa mereka harus memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pelaporan
keuangan daerah. Berdasarkan kriteria tersebut, 100 orang dianggap memenuhi syarat untuk
sampel penelitian.

Penelitian memakai 2 kategori data: primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari
penyebaran kuesioner pada seluruh partisipan, sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai
entitas resmi, termasuk publikasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, laporan audit dari
Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK), peraturan perundang-undangan, dan berbagai
literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Instrumen penelitian dirumuskan dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan setiap
variabel penelitian: kompetensi sumber daya manusia (X₁), manajemen risiko (X₂), SPIP (X₃),
pemanfaatan teknologi informasi (X₄), implementasi SAP (X₅), dan kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah (Y). Semua indikator dievaluasi memakai skala Likert 5 poin, skor 1 sangat
tidak setuju dan skor 5 sangat setujua. Sebelum analisis, instrumen penelitian menjalani validasi
melalui uji validitas memakai korelasi Pearson Product Moment dan uji reliabilitas memakai
koefisien Alpha Cronbach untuk memastikan setiap indikator secara akurat dan konsisten
mengukur konstruk penelitian.

Pengolahan data dilakukan melalui perangkat lunak IBM SPSS Statistics. Prosedur analitis
dimulai dengan penyajian statistik deskriptif untuk menggambarkan atribut data penelitian,
diikuti dengan pemeriksaan asumsi klasik, yakni normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas,
dan autokorelasi. Sesudah memenuhi semua prasyarat analitis, pengaruh variabel independen
pada variabel dependen diperiksa dengan regresi linier berganda memakai model persamaan:

� = � + �1�1 + �2�2 + �3�3 + �4�4 + �5�5 + �
Keterangan:
Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
α = Konstanta
β₁–β₅ = Koefisien regresi
X₁ = Kompetensi Sumber Daya Manusia
X₂ = Manajemen Risiko
X₃ = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
X₄ = Teknologi Informasi
X₅ = Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
ε = Galat (error)
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Pengujian hipotesis menggunakan uji t untuk menilai pengaruh individual setiap variabel
independen, uji F untuk mengevaluasi pengaruh kolektif semua variabel independen pada
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan koefisien determinasi (Adjusted R²) untuk
mengukur kemampuan model menjelaskan variasi pada variabel dependen.

Pelaksanaan penelitian dimulai proses identifikasi permasalahan sebagai dasar penyusunan
penelitian, kemudian dilanjutkan dengan kajian literatur untuk memperkuat landasan teoretis.
Tahapan selanjutnya meliputi merumuskan masalah dan hipotesis, mengidentifikasi populasi dan
sampel, menyusun instrumen, memperoleh data melalui kuesioner, memproses dan menganalisis
data, mendiskusikan temuan penelitian, serta mensintesis kesimpulan dan saran. Seluruh
rangkaian kegiatan penelitian tersebut disajikan secara sistematis pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram Alir Metodologi Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN
KARAKTERISTIK RESPONDEN

Penelitian ini mencakup 100 personel dari OPD di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang
terlibat pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Karakteristik responden diuraikan
berdasarkan posisi, masa kerja, tingkat pendidikan, dan latar belakang akademis, seperti yang
diilustrasikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik Kategori Frekuensi Persentase (%)

Jabatan
Bendahara 31 31
Pengurus Barang/Staf Aset 56 56
PPK-SKPD/Penyusun Laporan Keuangan 13 13

Masa Kerja

< 1 tahun 17 17
1–3 tahun 28 28
4–6 tahun 32 32
> 6 tahun 23 23

Pendidikan
Terakhir

SMA/Sederajat 7 7
Diploma (D3) 26 26
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Sarjana (S1) 60 60
Magister (S2) 7 7

Latar Belakang
Pendidikan

Administrasi Publik/Negara 6 6
Akuntansi/Keuangan 26 26
Manajemen 15 15
Lainnya 53 53

Berdasarkan Tabel 1, responden didominasi oleh Pengurus Barang/Staf Aset (56%), diikuti
Bendahara (31%) dan PPK-SKPD/Penyusun Laporan Keuangan (13%). Sebagian besar
responden memiliki masa kerja 4–6 tahun (32%), berpendidikan Sarjana (60%), serta berasal dari
bidang Akuntansi/Keuangan (26%), meskipun terdapat responden dengan latar belakang disiplin
ilmu lain. Komposisi ini menunjukkan bahwa responden memiliki pengalaman dan keterampilan
yang memadai, sehingga mampu memberikan informasi yang selaras dengan tujuan penelitian.

ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF
Analisis statistik deskriptif memberi gambaran rinci mengenai fitur data penelitian sebelum

analisis selanjutnya. Data yang diberikan mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan
simpangan baku variabel penelitian. Tabel 2 menyajikan ringkasan hasil dari analisis statistik
deskriptif.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
X1_Total 100 16.00 45.00 36.8300 5.29542
X2_Total 100 15.00 40.00 34.7800 5.27541
X3_Total 100 15.00 50.00 44.7700 6.31473
X4_Total 100 12.00 35.00 28.0900 5.28213
X5_Total 100 13.00 35.00 29.7900 4.46376
Y_Total 100 15.00 50.00 44.9800 6.03187
Valid N (listwise) 100

Pada Tabel 2, semua variabel penelitian mempunyai nilai mean relatif tinggi. Variabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₁) memiliki nilai rata-rata 36,83 simpangan baku 5,30,
sedangkan Manajemen Risiko (X₂) memperoleh nilai rata-rata 34,78 dengan simpangan baku
5,28. Variabel SPIP (X₃) memiliki nilai rata-rata 44,77 dengan simpangan baku 6,31, sementara
Teknologi Informasi (X₄) menunjukkan nilai rata-rata 28,09 dengan simpangan baku 5,28.
Variabel "Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah" (X₅) menghasilkan rata-rata 29,79
dengan standar deviasi 4,46, sedangkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
mencatat rata-rata 44,98 dengan standar deviasi 6,03.

Nilai rata-rata relatif tinggi memperlihatkan responden memberi evaluasi baik pada semua
variabel yang diteliti. Nilai standar deviasi untuk setiap variabel lebih kecil dari rata-rata,
menunjukkan distribusi data cukup seragam dan terdapat fluktuasi minimal dalam jawaban
responden. Hal ini menandakan data mempunyai tingkat konsistensi memadai dan bisa berfungsi
sebagai dasar analisis statistik selanjutnya (Ghozali, 2021).

Temuan analisis statistik deskriptif menawarkan gambaran awal tentang fitur data
penelitian dan menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan memenuhi kriteria yang diperlukan
untuk uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda selanjutnya.

UJI KUALITAS DATA DAN UJI ASUMSI KLASIK
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Sebelum pengujian hipotesis, instrumen penelitian dan model regresi dievaluasi melalui
penilaian kualitas data dan pengujian asumsi klasik. Pengujian dirancang untuk memverifikasi
bahwa instrumen penelitian secara efektif menilai variabel dan model regresi memenuhi kriteria
statistik, sehingga memberikan hasil analitis bisa diandalkan (Ghozali, 2021).

Tabel 3. Ringkasan Hasil Pengujian Instrumen dan Asumsi Klasik

Variabel Jumlah
Item

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha Tolerance VIF Keterangan

X₁ 9 0,452–0,776 0,874 0,508 1,968

Valid, Reliabel,
Tidak terjadi

Multikolinearitas

X₂ 8 0,802–0,897 0,966 0,157 6,367
Valid, Reliabel,
Tidak terjadi

Multikolinearitas

X₃ 10 0,789–0,901 0,965 0,164 6,098
Valid, Reliabel,
Tidak terjadi

Multikolinearitas

X₄ 7 0,461–0,859 0,911 0,520 1,922
Valid, Reliabel,
Tidak terjadi

Multikolinearitas

X₅ 7 0,730–0,892 0,941 0,261 3,838
Valid, Reliabel,
Tidak terjadi

Multikolinearitas
Y 10 0,732–0,875 0,955 – – Valid dan Reliabel

Menurut Tabel 3, semua indikator penelitian memiliki nilai Korelasi Item-Total yang Dikoreksi
yang memenuhi standar validitas, sehingga setiap item pernyataan dianggap mampu
mengekspresikan konstruk yang diukur. Instrumen efektif menunjukkan indikator penelitian
dapat secara akurat mengukur variabel sesuai konsep yang didefinisikan (Johari dkk., 2018;
Ghozali, 2021). Semua variabel menghasilkan nilai Alpha Cronbach yang melebihi 0,70,
memperlihatkan instrumen tersebut memiliki tingkat konsistensi internal yang terpuji. Skor ini
menunjukkan instrumen bisa menghasilkan data stabil dan bisa diandalkan ketika digunakan pada
situasi penelitian yang sebanding (Peer & Gamliel, 2011; Ghozali, 2021). Uji multikolinearitas
memperlihatkan variabel independen mempunyai nilai Toleransi > 0,10 dan VIF < 10. Hasil
tersebut memperlihatkan tidak adanya hubungan linier yang signifikan di antara variabel
independen, mengindikasikan model regresi tidak mempunyai gejala multikolinearitas (Adeboye
dkk., 2014; Kim, 2019; Ghozali, 2021). Uji memperlihatkan instrumen penelitian memenuhi
kriteria validitas dan reliabilitas, sementara model regresi memenuhi salah satu asumsi mendasar
yang diperlukan sebelum pengujian hipotesis.
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Gambar 1. Histogram Regression
Standardized Residual

Gambar 2. Normal P-P Plot of Regression
Standardized Residual

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)
Uji normalitas memperlihatkan histogram residual memiliki pola distribusi yang mendekati

normalitas, dan titik-titik pada Plot P-P Normal sejajar dengan garis diagonal. Pola ini
menandakan residual model regresi menunjukkan distribusi normal, sehingga memenuhi asumsi
normalitas (Van Horn dkk., 2012; Barker & Shaw, 2015; Ghozali, 2021).

Uji heteroskedastisitas memperlihatkan titik-titik residual terdistribusi acak di sepanjang
sumbu horizontal, tidak menunjukkan pola jelas. Persyaratan ini menandakan varians residual
tetap konstan, memperlihatkan model regresi bebas dari heteroskedastisitas (Midi dkk., 2010;
Ghozali, 2021).

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson
1 .889a .791 .779 2.83316 1.939

Pada Tabel 4 Nilai Durbin–Watson 1,939. Nilai berkisar dari 1,5 sampai 2,5,
memperlihatkan residual model regresi bersifat independen dan bebas dari autokorelasi (Aprianto
& Debataraja, 2020; Ghozali, 2021).

Uji komprehensif memperlihatkan instrumen penelitian memenuhi standar validitas dan
reliabilitas, sedangkan model regresi sesuai dengan asumsi normalitas, multikolinearitas,
heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Dengan memenuhi semua kriteria ini, model regresi
dianggap tepat untuk menguji dampak kompetensi SDM, manajemen risiko, SPIP, teknologi
informasi, dan penerapan SAP pada kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
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ANALISIS REGRESI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS
Analisis regresi linier berganda untuk menyelidiki dampak kompetensi SDM, manajemen

risiko, SPIP, teknologi informasi, dan penerapan SAP pada kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah. Hasil analisis regresi pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Parsial (Uji t)

Variabel B Std.
Error Beta t Sig. Keputusan

Konstanta 4,393 2,286 – 1,921 0,058 –

X₁ 0,161 0,075 0,141 2,129 0,036 H₁ diterima (berpengaruh positif
signifikan)

X₂ -0,180 0,136 -0,158 -1,323 0,189 H₂ ditolak (tidak berpengaruh)

X₃ 0,589 0,111 0,616 5,287 0,000 H₃ diterima (berpengaruh positif
signifikan)

X₄ 0,098 0,075 0,086 1,317 0,191 H₄ ditolak (tidak berpengaruh)

X₅ 0,397 0,125 0,294 3,174 0,002 H₅ diterima (berpengaruh positif
signifikan)

Pada Tabel 5, didapat persamaan regresi:
� = 4,393 + 1,362�1 − 0,180�2 + 0,589�3 + 0,098�4 + 0,397�5 + �

Persamaan tersebut memperlihatkan kompetensi SDM, SPIP, teknologi informasi, dan
penerapan SAP mempunyai koefisien regresi positif, namun manajemen risiko menunjukkan
koefisien regresi negatif. Nilai koefisien menunjukkan sifat hubungan antara setiap variabel
independen dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Uji pendahuluan memperlihatkan kompetensi SDM, SPIP, dan instalasi SAP memiliki nilai
signifikansi < 0,05, sehingga memberi dampak menguntungkan dan signifikan pada kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, manajemen risiko dan teknologi informasi
mempunyai nilai sig. > 0,05, memperlihatkan tidak ada dampak substansial pada kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah. Akibatnya, Hipotesis 1, 3, dan 5 dikonfirmasi, sedangkan Hipotesis
2 dan 4 ditolak.

Tabel 6. Hasil Uji Kelayakan Model Regresi

Indikator Nilai Keterangan

R² 0,791 Kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen
sebesar 79,1%

Adjusted R² 0,779 Kemampuan model setelah disesuaikan sebesar 77,9%
F hitung 70,949 Nilai statistik uji F
Sig. F 0,000 Model regresi signifikan/layak digunakan (Sig. < 0,05)

Pada Tabel 6, didapat nilai R Square 0,791 dan Adjusted R Square 0,779.
Memperlihatkan kompetensi SDM, manajemen risiko, SPIP, teknologi informasi, dan
implementasi SAP bersama-sama mampu menjelaskan 77,9% variasi dalam kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah, sedangkan 22,1% dipengaruhi faktor di luar model penelitian. Nilai
F hitung 70,949, dengan tingkat signifikansi 0,000, memperlihatkan semua faktor independen
secara kolektif memberikan pengaruh cukup besar pada kualitas laporan keuangan pemerintah



EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.5, No.6, September 2026

……………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN : 2828-5298 (online)

10934

daerah. Model regresi yang dipakai secara efektif menjelaskan hubungan antar variabel dan
sesuai untuk pengujian hipotesis.

PEMBAHASAN PENGARUH KOMPETENSI SDM TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Penelitian memperlihatkan kompetensi SDM berdampak positif dan signifikan pada
kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan daerah. Data menunjukkan bahwa peningkatan
keahlian di antara personel pemerintah berkorelasi dengan peningkatan kualitas pelaporan
keuangan. Pejabat pemerintah dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman memadai
umumnya mampu menerapkan peraturan akuntansi pemerintah secara efektif, melaksanakan
manajemen keuangan yang efisien, dan mengurangi ketidakakuratan dalam pencatatan dan
penyajian data keuangan. Hal ini menghasilkan pelaporan keuangan yang lebih dapat diandalkan
dan tepat yang sesuai dengan SAP. Temuan ini sesuai Teori Tata Kelola, menyatakan pejabat
pemerintah berfungsi sebagai manajer yang memprioritaskan kepentingan organisasi dan
masyarakat di atas kepentingan pribadi mereka. Dalam konteks ini, otoritas yang cakap akan
melaksanakan tanggung jawab mereka dengan profesionalisme, menghasilkan laporan keuangan
berkualitas tinggi sebagai sarana akuntabilitas publik.

Dewi dkk. (2019), memperlihatkan kompetensi SDM berdampak positif pada peningkatan
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nahak dkk. (2026), Suhardi (2025), dan Djumyati
dkk. (2025) juga menyimpulkan bahwa peningkatan kompetensi pejabat sipil mempengaruhi
kualitas pelaporan keuangan di sektor publik. Konsistensi temuan di seluruh penelitian ini
menggarisbawahi gagasan bahwa kompetensi SDM adalah penentu penting manajemen keuangan
pemerintah yang efektif dan penyediaan informasi keuangan yang bertanggung jawab.

Penelitian ini menyarankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus terus meningkatkan
kualitas sumber daya manusianya melalui berbagai inisiatif pengembangan kapasitas, termasuk
pendidikan berkelanjutan, pelatihan teknis, sertifikasi profesional, dan peningkatan kompetensi
dalam akuntansi pemerintah. Inisiatif-inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas
pegawai negeri sipil untuk secara mahir mengelola dan menghasilkan laporan keuangan, secara
berkelanjutan meningkatkan kualitas dokumentasi keuangan pemerintah daerah.

PEMBAHASAN PENGARUH MANAJEMEN RISIKO TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Penelitian memperlihatkan manajemen risiko tidak secara signifikan memengaruhi
kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Temuan memperlihatkan
integrasi manajemen risiko dalam Organisasi Aparatur Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
belum secara substansial memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Hal ini mengindikasikan
bahwa sistem manajemen risiko belum terintegrasi secara efektif dengan proses manajemen
keuangan, sehingga manfaat penerapannya tidak terlihat pada kualitas laporan keuangan yang
dihasilkan. Ditinjau dari Stewardship Theory, pengelolaan risiko merupakan bagian dari
tanggung jawab aparatur dalam menjaga keberlangsungan organisasi dan melindungi kepentingan
publik. Namun, penelitian memperlihatkan penerapan manajemen risiko pada objek penelitian
masih belum mampu mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan secara optimal, yang
mengindikasikan bahwa implementasinya kemungkinan masih berfokus pada pemenuhan aspek
administratif dan belum menjadi bagian yang menyatu dalam proses pengambilan keputusan
maupun pengelolaan keuangan daerah.

Tidak signifikannya pengaruh manajemen risiko diduga dipengaruhi oleh beberapa
kondisi, seperti tingkat kematangan implementasi yang belum seragam pada setiap OPD, proses
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identifikasi serta mitigasi risiko yang belum berjalan secara optimal, dan pemahaman aparatur
mengenai manajemen risiko yang masih bervariasi. Selain itu, pada sebagian organisasi sektor
publik, penerapan manajemen risiko masih lebih diarahkan untuk memenuhi kewajiban
administratif dibandingkan sebagai instrumen strategis yang mendukung pengambilan keputusan
pada pengelolaan keuangan daerah. Akibatnya, manfaat manajemen risiko terhadap peningkatan
kualitas laporan keuangan belum dapat dirasakan secara maksimal.

Manurung et al. (2025), menjelaskan keberhasilan penerapan manajemen risiko sangat
ditentukan oleh tingkat kematangan implementasi, komitmen pimpinan, dan budaya organisasi.
Widyastuti (2020), menyatakan implementasi Enterprise Risk Management tidak selalu
berdampak langsung terhadap kualitas pelaporan keuangan apabila belum diterapkan secara
menyeluruh dalam proses bisnis organisasi. Yudiyanto dan Ningsih (2023), membuktikan
penerapan manajemen risiko mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Perbedaan
hasil diduga dipengaruhi variasi karakteristik organisasi, tingkat penerapan manajemen risiko,
serta kesiapan sumber daya manusia pada masing-masing objek penelitian.

Dari penelitian ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus meningkatkan praktik
manajemen risiko dengan menambah kompetensi staf, menyempurnakan proses identifikasi dan
mitigasi risiko, serta mengintegrasikan manajemen risiko di seluruh fase pengelolaan keuangan,
termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan
bahwa implementasi manajemen risiko memenuhi persyaratan administratif sekaligus
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah secara berkelanjutan.

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Investigasi menunjukkan SPIP secara positif dan signifikan memengaruhi kualitas
pelaporan keuangan di pemerintahan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi
SPIP yang lebih sukses berkorelasi dengan kualitas yang lebih unggul dalam laporan keuangan
yang dihasilkan. Pengendalian internal yang efektif menjamin bahwa semua fase manajemen
keuangan, termasuk perencanaan, pelaksanaan anggaran, pencatatan transaksi, dan pembuatan
laporan keuangan, dilakukan sesuai dengan peraturan yang relevan. Hal ini mengurangi
kemungkinan kesalahan dan perbedaan pada manajemen keuangan, menghasilkan informasi
keuangan lebih bisa diandalkan.

SPIP berfungsi tidak hanya instrumen pemantauan, juga dasar untuk mencapai tata kelola
keuangan yang transparan dan bertanggung jawab. Membangun sistem pengendalian internal
yang kuat dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, memperkuat kepercayaan data
keuangan, dan mendorong pemanfaatan sumber daya organisasi yang efisien. Akibatnya,
implementasi SPIP memfasilitasi pembuatan laporan keuangan yang mewujudkan atribut
relevansi, keandalan, keterbandingan, dan pemahaman. Temuan ini sesuai Teori Tata Kelola,
yang memandang pejabat pemerintah sebagai pengelola aset dan sumber daya organisasi yang
bertanggung jawab. Dalam perspektif ini, SPIP menjadi mekanisme yang mendukung aparatur
dalam melaksanakan tugas secara akuntabel sehingga kualitas informasi keuangan yang
dihasilkan dapat terus ditingkatkan.

Wuriasih et al. (2019) menyatakan efektivitas SPIP berdampak positif pada kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah. Kesimpulan serupa juga dikemukakan oleh Asyafiah dan
Simanjuntak (2023), menjelaskan penguatan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan
kualitas informasi keuangan melalui optimalisasi fungsi pengawasan. Selain itu, penelitian
Biyantoro (2023) serta Maulina dan Fatmi (2018) menunjukkan bahwa pengendalian intern yang
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diterapkan secara efektif dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus
menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal. Kesamaan temuan di berbagai studi semakin
memperkuat bahwa SPIP merupakan elemen fundamental dalam mencapai tata kelola keuangan
sektor publik yang efektif.

Berdasarkan temuan penelitian ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu terus
mengoptimalkan implementasi SPIP melalui penguatan fungsi pengawasan, peningkatan
efektivitas pengendalian terhadap aktivitas operasional, serta pelaksanaan evaluasi secara
berkelanjutan terhadap sistem pengendalian intern pada setiap OPD. Upaya ini diharap
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah sekaligus memperkuat
akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan keuangan daerah.

PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Penelitian memperlihatkan pemanfaatan teknologi informasi tidak secara substansial
memengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas pemerintah daerah. Studi ini
memperlihatkan keberadaan teknologi informasi saja tidak dapat meningkatkan kualitas
pelaporan keuangan tanpa dukungan kesiapan organisasi dan kemampuan pejabat untuk
menjalankan dan memanfaatkan sistem informasi secara efektif. Pemanfaatan teknologi
informasi saja tidak cukup untuk menghasilkan laporan keuangan yang unggul tanpa penguatan
elemen pendukung tambahan.

Tidak signifikannya pengaruh teknologi informasi diduga dipengaruhi oleh beberapa
kendala yang masih dihadapi organisasi sektor publik. Berbagai permasalahan, seperti belum
optimalnya integrasi antaraplikasi, perbedaan tingkat pemanfaatan sistem informasi pada masing-
masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), keterbatasan kompetensi pengguna, serta belum
seragamnya prosedur operasional dalam pengelolaan data keuangan, menyebabkan teknologi
informasi lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana administrasi daripada sebagai instrumen
yang mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan. Berdasarkan perspektif Stewardship
Theory, teknologi informasi seharusnya menjadi alat yang membantu aparatur menjalankan
tanggung jawab pengelolaan keuangan secara lebih efektif. Penelitian ini memperlihatkan
manfaat belum dapat diwujudkan secara optimal karena masih diperlukan dukungan kompetensi
aparatur, integrasi sistem, dan tata kelola organisasi yang memadai.

Wahtan et al. (2025), menyatakan pemanfaatan teknologi informasi tidak selalu
berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan apabila tidak diimbangi kualitas SDM
dan sistem pengendalian intern memadai. Biyantoro (2023), menjelaskan efektivitas teknologi
informasi bergantung pada penerapan SAP serta pengendalian intern yang baik. Selain itu,
Robles et al. (2026) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi pemerintah
sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola organisasi, integrasi data, koordinasi antarsatuan
kerja, dan kesiapan sumber daya manusia. Keseluruhan temuan tersebut memperlihatkan bahwa
teknologi informasi belum dapat menjadi faktor yang secara mandiri menentukan kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah.

Dari penelitian ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengoptimalkan integrasi
sistem informasi keuangan, meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan berbagai
aplikasi keuangan, serta memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi didukung oleh
prosedur kerja yang jelas dan sistem pengendalian intern yang efektif. Langkah ini diharap
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan teknologi
informasi.
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PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Penelitian memperlihatkan penerapan SAP secara positif dan signifikan memengaruhi
kualitas laporan keuangan di pemerintahan daerah. Temuan memperlihatkan implementasi SAP
yang konsisten meningkatkan kualitas penyajian informasi keuangan, karena seluruh proses
akuntansi yakni pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan transaksi
keuangan pemerintah dilakukan sesuai prinsip dan standar yang seragam. Mendorong terciptanya
laporan keuangan lebih unggul, lebih akurat, dan sesuai peraturan relevan.

Penerapan SAP menyediakan pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan proses
penyusunan laporan keuangan sehingga informasinya mempunyai tingkat relevansi, keandalan,
keterbandingan, dan keterpahaman yang lebih baik. Selain menciptakan keseragaman praktik
akuntansi di setiap Organisasi Perangkat Daerah, implementasi SAP juga mempermudah proses
evaluasi laporan keuangan serta meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan para
pengguna informasi. Temuan tersebut selaras dengan Stewardship Theory, yang menjelaskan
bahwa aparatur pemerintah akan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan
organisasi dan kepentingan publik. Dalam konteks ini, SAP sebagai tolok ukur yang membantu
aparatur dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan menyampaikan informasi
keuangan berkualitas tinggi kepada para pemangku kepentingan.

Darwin et al. (2024), menyatakan implementasi SAP berdampak positif pada kualitas
laporan keuangan sektor publik. Putri (2024) menyimpulkan instalasi SAP sangat penting untuk
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, terutama jika didukung oleh
mekanisme pengendalian internal yang efisien. Selain itu, studi Ariada dan Darmawan (2023)
dan Maulina dan Fatmi (2018) menunjukkan penerapan SAP yang konsisten meningkatkan
kualitas informasi keuangan dan memperkuat akuntabilitas dalam manajemen keuangan daerah.
Kesesuaian temuan penelitian ini semakin memperkuat bahwa SAP sebagai landasan utama
untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah sesuai norma akuntansi sektor publik.

Berdasarkan temuan penelitian ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu terus menjaga
konsistensi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan melalui peningkatan pemahaman
aparatur terhadap perkembangan regulasi, penyelenggaraan pelatihan akuntansi pemerintahan
secara berkelanjutan, serta penguatan mekanisme evaluasi atas penerapan standar akuntansi di
setiap OPD. Upaya ini diharap bisa mempertahankan dan berpotensi meningkatkan kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah sekaligus memperkuat akuntabilitas manajemen keuangan
secara berkelanjutan.

KESIMPULAN
Penelitian ini mengkaji dampak kompetensi SDM, manajemen risiko, SPIP, pemanfaatan

teknologi informasi, dan implementasi SAP pada kualitas laporan keuangan di OPD Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah. Analisis memperlihatkan kompetensi SDM, efektivitas SPIP, dan
penerapan SAP berdampak positif dan signifikan pada kualitas pelaporan keuangan pemerintah
daerah. Sebaliknya, manajemen risiko dan penerapan teknologi informasi tidak menunjukkan
pengaruh yang substansial. Meskipun demikian, secara simultan kelima variabel penelitian
mampu menjelaskan sebagian besar variasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Temuan mengindikasikan upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan memerlukan
dukungan aparatur yang kompeten, pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif, serta
penerapan SAP secara konsisten. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu terus
memperkuat kapasitas SDM, mengoptimalkan implementasi SPIP, dan mempertahankan
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konsistensi penerapan SAP guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah transparan dan
akuntabel.

Studi ini menawarkan kontribusi empiris terhadap literatur akuntansi sektor publik,
khususnya tentang faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Studi ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di dalam OPD Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dan berfokus pada lima variabel independen. Disarankan agar penelitian selanjutnya
memperluas parameter penelitian dan memasukkan variabel tambahan yang bisa mempengaruhi
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, menghasilkan hasil yang lebih menyeluruh dan
perspektif yang lebih luas.
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